BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis
pengelolaan keuangan desa di Desa Oenbit Kecamatan Insana maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Oenbit Kecamatan Insana
Kabupaten TTU, sudah bisa dikatakan efektiv walapun belum
mencapai target yang di inginkan , dimana tahapan perencanaan dilihat
dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan, partisipasi
masyarakat desa masih minim. Tahapan pelaksanaan dan tahapan
pertanggungjawaban dikatakan efektiv karena pemerintah desa
transparan dengan masyarakat desa mengenai kegiatan yang
direncanakan.

2. Faktor-faktor penghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Oenbit
adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat desa.

6.2 Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan
dalam penelitian ini Saran untuk pemerintah desa (1) pemerintah perlu
meningkatkan kinerjanya agar memberi dorongan kepada masyarakat
agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. (2) pemerintah desa
lebih bijak dan transparan kepada masyarakat dalam mengatur
penerimaan dan pengeluaran keuangan desa agar kegiatan yang

direncanakan dapat dipercaya dan memuaskan masyarakat.
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